
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimban
g 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 huruf f 
Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959  tentang 
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat  II  di  Sulawesi 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1959 
Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang 
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab 
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437), 
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 
Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4844);



-

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
-2-

7. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,   Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  130, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5049);

9. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang 
Pembentukan  Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara  Republik  lndonesia  Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  lndonesia 
Nomor  5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 
1983  Nomor  36,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan 
Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang 
Pengesahan,  Pengundangan,  dan  Penyebarluasan 
Peraturan Perundangundangan;

14. Peraturan Presiden Nomor  112 Tahun 2007 tentang 
Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern;

15. Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun  2010  tentang 
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan 
Pemerintah  Kabupaten  Sinjai  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010);

16. Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2010  tentang 
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Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan
 

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SINJAI  TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha 
yang  meliputi  Perseroan  Terbatas,  Perseroan  Komanditer,  Perseroan 
lainnya,  BUMN dan  BUMD dengan  nama  dan  bentuk  apapun,  Firma, 
Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, 
Ormas, Orsospol atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha 
tetap dan bentuk usaha lainnya.

5. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan 
kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau 
badan.

6. Retribusi Pelayanan  Pasar  yang  selanjutnya  disebut  Retribusi  adalah 
pembayaran  atas  pelayanan  penyediaan  kios,  los,  dan  pelataran  di 
pasar,  dan  pasar  hewan  yang  khusus  disediakan,  dimiliki  dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan 
dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih 
dari  satu  baik  yang  disebut  sebagai  pusat  perbelanjaan,  pasar 
tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan 
lainnya.

8. Pelayanan  Pasar  adalah  pelayanan  fasilitas  pasar  berupa  kios,  los, 
pelataran, dan bangunan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, 
dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola 
oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak 
swasta.
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9. Pedagang  adalah  orang  atau  badan  yang  menjajakan  barang 
dagangan/jasa di area Pasar baik yang menempati tempat secara tetap 
maupun tidak tetap.

10. Kios  adalah  bangunan  permanen  di  area  Pasar  yang  beratap  dan 
dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai 
sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

11. Los adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap berbentuk 
bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang 
dipergunakan untuk usaha berjualan.

12. Bangunan lainnya adalah semua bangunan dalam area Pasar selain kios 
dan los.

13. Pelataran adalah tanah di area pasar dimana tidak didirikan bangunan 
kios, los, dan/atau bangunan lainnya.

14. Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi  diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi.

15. Masa Retribusi  adalah suatu  jangka  waktu  tertentu  yang merupakan 
batas  waktu  bagi  Wajib  Retribusi  untuk  memanfaatkan  jasa  dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

16. Surat  Pendaftaran  Objek  Retribusi  Daerah yang selanjutnya  disingkat 
SPdORD,  adalah  surat  yang  digunakan  oleh  wajib  Retribusi  untuk 
melaporkan  objek  Retribusi  dan  wajib  Retribusi  sebagai  dasar 
penghitungan  dan  pembayaran  Retribusi  yang  terutang  menurut 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

17. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SKRD 
adalah Surat  Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi 
yang terutang.

18. Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah  Lebih  Bayar  yang  selanjutnya 
disingkat  SKRDLB  adalah  Surat  Keputusan  yang  menentukan  jumlah 
kelebihan  pembayaran  Retribusi  karena  jumlah  kredit  Retribusi  lebih 
besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda.

20. Surat  Keputusan  Keberatan  adalah  Surat  Keputusan  atas  keberatan 
terhadap  SKRD  atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan  dan  SKRDLB 
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

21. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan 
oleh  Bupati  untuk  menampung  seluruh  penerimaan  Daerah  dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah.

22. Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah lewat dari 
batas waktu yang ditentukan.

23. Penyidikan  Tindak  Pidana  di  bidang  Retribusi  Daerah  adalah 
serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak  pidana  di  bidang 
Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS 
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten  Sinjai  yang  diberi  wewenang khusus  oleh  Undang-undang 
untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
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BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan 
pasar.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana 
berupa kios, los, pelataran, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 
khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas 
pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang 
memanfaatkan/menggunakan/menikmati  pelayanan  penyediaan  fasilitas 
pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas 
pasar yang dipergunakan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1). Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  struktur  dan  besarnya tarif 
Retribusi didasarkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan 
fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan 
aspek keadilan.

(2). Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya 
bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI


